
BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR       :    900.1.13.1/Kep.1030    -Bapenda/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 973/KEP.3-BAPENDA/2023 TENTANG PENETAPAN KLASIFIKASI NILAI
JUAL OBJEK PAJAK BUMI, NILAI JUAL OBJEK PAJAK BANGUNAN, DAN TARIF`

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2023

BUPATI CIREBON,

Menimbang           :    a.     bahwa penetapan Klasifikasi Nilai Jual objek pajak Bumi,
Nilai Jual Objek Pajak Bangunan, dan Tarif Pajak Bumi
dan  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan  Tahun  2023
telah   ditetapkan   dengan   Keputusan   Bupati   Cirebon
Nomor   973/Kep.3-Bapenda/2023    tentang    Penetapan
Klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak Bumi, Nilai Jual Objek
Pajak  Bangunan,  dan  Tarif Pajak Bumi  dan  Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023;

b.     bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal  16 ayat (1)
Peraturan Bupati Cirebon Nomor 50 Tahun 2019 tentang
Sistem   dan   Prosedur   Pemungutan   Pajak   Bumi   dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, serta sebagai upaya
optimalisasi  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  khususnya
sektor   Pajak   Bumi   dan   Bangunan   Perdesaan   dan
Perkotaan     (PBB-P2)     tahun    beljalan,    maka    perlu
adanya    penentuan    kembali    tanggal    jatuh    tempo
pembayaran  Pajak Bumi dan  Bangunan  Perdesaan dan
Perkotaan    (PBB-P2)    Tahun    2023,     sehingga    perlu
mengu bah             Kepu tu sam             B upati             C i rebon
Nomor   973/Kep.3-Bapenda/2023    tentang    Penetapan
Klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak Bumi, Nilai Jual Objek
Pajak  Bangunan,  dan  Tarif Pajak  Bumi  dan  Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023;

c.     bahwa      berdasarkan      pertimbangan      sebagaimana
dimaksud dalam. huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan  Bupati  tentang  Perubahan  Atas  Keputusan
Bupati Cirebon Nomor 973/Kep.3-Bapenda/2023 tentang
Penetapan Klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak Bumi,  Nilai
Jual Objek Pajak Bangunan,  dan Tarif Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023;



Mengingat 1.    Undang-Undang     Nomor     14     Tahun     1950     tentang
Pembentukan       Daerah-Daerah       Kabupaten       Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia  tanggal  8  Agustus   1950)   sebagaimana  telah
diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun   1968
tentang    Pembentukan    Kabupaten    Purwakarta    dan
Kabupaten  Subang  dengan  mengubah  Undang-Undang
Nomor      14      Tahun      1950      tentang      Pembentukan
Daerah-Daerah  KabupaLten  Dalam  Lingkungan  Propinsi
Djawa   Barat   (Lembaran    Negara   Republik   Indonesia
Tahun   1968   Nomor   31,   Tambahan   Lembaran   Negara
Republik Indonesia Nomor 2851);

2.    Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor  130, Tambahan Lcmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049);

3.    Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintahan
Daerah (I,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan I,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757) ;

4.     Undang-Undang    Nomor    23    Tahun     2014     tentang
Pemerintahan    Daerah    (Lembaran    Negara    Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5587)   sebagaimana
telah      diubah      beberapa     kali,      terakhir     dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan      Pemerintah      Pengganti      Undang-Undang
Nomor   2   Tahun   2022   tentang   Cipta   Kelja   menjadi
Undang-Undang  (Ijembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun  2023   Nomor  41,   Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

5.     Peraturan     Daerah     Kabupaten     Cirebon     Nomor     2
Tahun  2011  tentang  Pajak  Daerah  (I,embaran  Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun  2011  Nomor 2)  sebagaimana
telah   diubah   dengan   Peraturan   Daerah   Kabupaten
Cirebon  Nomor 9  Tahun  2018  tentang  Perubahan  Atas
Peraturan     Daerah     Kabupaten     Cirebon     Nomor    2
Tahun  2011  tentang  Pajak  Daerah  (Lembaran  Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 9);

6.     Peraturan Bupati cirebon Nomor 50 Tahun 2019 tentang
Sistem   dan   Prosedur   Pemungutan   Pajak   Bumi   dan
Bangunan   Perdesaan   dan   Perkotaan   (Berita   Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 53);

7.     Peraturan Bupati cirebon Nomor 181 Tahun 2020 tentang
Klasifikasi    Nilai    Jual    Objek    Pajak    sebagai    Dasar
Pengenaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan
Perkotaan,   dan   Ketetapan   Minimal   Pajak   Bumi   dan
Bangunan   Perdesaan   dan   Perkotaan   (Berita   Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 184);
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Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

:    Keputusan  Bupati  Cirebon  Nomor 973/Kep.3-Bapenda/2023
tentang  Penetapan  RIasifikasi  Ni.lad  Jual  0bjek  Pajak  Bumi,
Nilai Jual Objek Pajak Bangunan,  dan Tarif Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

:   Mengubah                Keputusan                Bupati                Cirebon
Nomor       973/Kep.3-Bapencla/2023       tentang       Penetapan
Klasifikasi Nilal Jual Objek Pajak Bumi, Nilal Jual Objek Pajak
Bangunan,danTarifPajakBumidanBangunanPerdesaandan
Perkotaan  Tahun  2023,  pada  bagian  Diktum  KEDELAPAN
tanggal jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (PBBIP2) Tahun 2023.

:   Penentuan  kembali  tanggal jatuh  tempo  pembayaran  Pajak
Bumi   dan   Bangunan   Perdesaan   dan   Perkotaan   (PBB-P2)
Tahun  2023  sebagaimana  dimaksud  pada  Diktum  KESATU
adalah sebagai berikut:

a.   Dilakukan dengan cara penyesuaian tanggal jatuh tempo
pada  sistem  pembayaran  Pajak  Bumi  dan  Bangunan
(SIMPBB);

b.   Menentukan  kembali  tanggal jatuh  tempo  pembayaran
Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesa+an  dari  Perkofaari
(PBB-P2) Tahun 2023,  semula 310ktober 2023 menjadi
31 Desember 2023.

KETIGA              :   Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di   Sumber
padatangga|  27   0ktober   2o23

BUPATI CIRBBON,

Tembusan:
Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.
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PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PENDAPATAN DAERAII

JI. Sunan Ampel Nomor 01
Pusat Pemerintahan Kabupaten Cirebon Telplfax. : ( 0231) 321431

https://baDDenda.cirebonkab.ao.id

SuMBER 45611

NOTA - DINAS

Kepada     :  Yth. Bupati cirebon

F=;ai    :  Kf§al%:taodb:: P2eon2d3apatan Daerah Kabupaten Cirebon
Nomor       :  900.1.13.1/Renbang/  Gcq  / Bapenda
Sifat           :   Pending
Lampiran :   1 (satu) berkas
Perihal      :  Permohonan   Penerbitan   Keputusan   Bupati  tentang  Perubahan  atas

Keputusan  Bupati  Cirebon  Nomor _973/KEP.3-BAPENDA/2023  tentang
Penetapari Klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak Bumi, Nilai Jual objek Pajak
Bangunan,   dan   Tarif   Pajak   bumi   dan   bangunan   Perdesaan   dan
Perkotaan Tahun 2023

Disampaikan  dengan  hormat,  bahwa  untuk  untuk  melaksanakan
ketentuan   Pasal    16   ayat   (1)   Peraturan   Bupati   Cirebon   Nomor   50
Tahun  2019  tentang Sistem  dan  Prosedur  Pemungutan  Pajak Bumi  dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, serta sebagai upaya pengoptimalisasi
Pendapatan   Asli   Daerah   (PAD)   khususnya   sektor   Pajak   Bumi   dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun beljalan maka perlu
adanya penentuan kembali tanggal jatuh tempo pembayaran Hutang Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2023.

Berkenaan    dengan    hal    tersebut,    bersama    ini    kami    ajukan
draf/konsep    Keputusan    Bupati    Cirebon    tentang    Perubahan    atas
Keputusan   Bupati   Cirebon   Nomor  973/KEP.3-BAPENDA/2023   tentang
Penetapan RIasifikasi Nilai Jual Objek Pajak Bumi,  Nilai Jual objek Pajak
Bangunan, dan Tarif Pajak bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Tahun 2023 , untuk ditandatangani.



Demikian   kami    sampaikan,    atas   perkenan   Bapak   diucapkan
terima kasih.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON

Drs. H. RAIIMAT SUTRI M.Sl
Pembina Utama M

NIP.  196410141985
Tembusan _:
1.  Yth. Seketaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2.  Yth. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra.
3.  Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.
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